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KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG 

 
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta 

hak dan kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, 
maka perlu dilakukan perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Semarang dan perlu menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Semarang tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. 

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 
1999; UU No. 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 
2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 
PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana 
telah diubah beberapakali, terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 58 
Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 59 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; 
PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; PERPRES 
No. 87 Tahun 2014; PERDA KOTA SEMARANG No. 11 Tahun 2006 sebagaimana 
telah diubah dengan PERDA KOTA SEMARANG No. 5 Tahun 2013; PERDA KOTA 
SEMARANG No. 14 Tahun 2016; PERDA KOTA SEMARANG No. 8 Tahun 2017; 
PERDPRD KOTA SEMARANG No. 1 Tahun 2018. 

 - Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. 

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 Oktober 2019. 

 
 


